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Abstract

This research was conducted to determine the impact of using the SISKEUDES application in realizing
the accountability of village financial management in Kapuas District. This research was conducted in
the village government in the Kapuas District, Sanggau District using descriptive qualitative research
methods. The technique of determining informants uses purposive sampling and uses data analysis
techniques in the form of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed
that the application of the SISKEUDES application to manage village finances in the village government
in Kapuas District was good because it simplified the accountability reporting process and provided
quality and accountable financial management reporting results with the supporting factors for
implementing the application, namely infrastructure, good cooperation between warriors. villages, and
the inhibiting factors are limited human resources, the capacity of the facilities used, the application is
still error-prone and not online-based, while the evaluation model used in this research is Daniel
Stufflebeam’s CIPP (Context, Input, Process, and Product) evaluation model.

Keyword: SISKEUDES Application, Accountability, Village Financial Management.

PENDAHULUAN mempunyai  jabatan tertinggi  sebagai

Menurut Undang-Undang Republik  pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang disingkat PKPKD dengan tugas
Desa Pasal 71 ayat 1 dinyatakan dan  kewenangan  menyelenggarakan
bahwakeuangan desa adalah seluruh hak dan  keseluruhan kegiatan Pengelolaan Keuangan
kewajiban desa yang sanggup dinilai bersama  Desa. Dalam proses pengelolaan keuangan
dengan uang dan termasuk segala sesuatu  desa penyerapan anggaran akan dituangkan
berbentuk duit dan barang yang berhubungan  dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa atau
bersama dengan bersama dengan pelaksanaan  disebut RKP Desa, RKP Desa adalah
hak dan kewajiban desa. Keuangan Desa  penjabaran dari Rencana Pembangunan

dikelola  oleh  Pelaksana  Pengelolaan  jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1
Keuangan Desa yang disingkat PPKD  tahun.

yakniPerangkat Desa yang melaksanakan Sejak pemerintah pusat
Pengelolaan Keuangan Desa dalam tugasnya  mengelontorkan Dana Desa pada tahun 2015
berdasarkan keputusan Kepala Desa yang  Pengelolaan Keuangan Desa dituntut harus
dimaksud  adalah ~ Bendahara  Desa. |ebih efisien, komplek, akuntabel dan
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun transparan. Dengan perencanaan yang lebih
2018 menyatakan Tupoksi Kepala Desa  matang yaitu adanya anggaran pendapatan
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dan belanja desa yang disebut APBDes
dengan ini Desa dituntut dapat merencanakan
pembangunan yang lebih terencana sesuai
dengan RPJMDes dan juga RKPDes serta
sesuai  klasifikasi sumber pendapatan
keuangan yang di kelola oleh desa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa Tahun 2014.Secara
regulasi semua keuangan yang dikelola oleh
desa akan terdokumen dalam bentuk
APBDes. Dimana pada proses
pengelolaannya tentu saja harus sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang ada di
peraturan undang-undang, yang artinya
pemerintah desa tidak boleh sembarangan
mengelola keuangan desa. Sesuai dengan
definisi pengelolaan keuangan desa yang
dituangkan dalam Permendagri Nomor 20
tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa sudah sangat
jelas dan point utama yang harus dipahami
adalah perencanaan. Proses perencanaan
adalah kunci sekaligus syarat dasar untuk
pengelolaan  keuangan desa. Sehingga
sebagai penyelenggara, pemerintah desa
wajib menyediakan dokumen perencanaan
sebelum mengelola keuangan desa berupa
RPJMDes, RKPDes dan APBDes.

Dalam  mewujudkan  pengelolaan
keuangan desa yang baik maka perlu adanya
pembinaan dan pengawasan pada proses
pengelolaannya. Dengan harapan dapat
mewujudkan tujuan pembangunan dan
pemberdayaan desa bisa tercapai secara
efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.Menurut
(Munti & Fahlevi,2017) dalam penelitiannya
menyatakan ada beberapa hal yang menjadi
tolak ukur kinerja dalam pengelolaan
keuangan desa menjadi penyebabnya yaitu ;

1) Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa
terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan
Desa. kapasitas aparatur ditunjukan
berdasarkan hasil penelitian mempunyai
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dampak positif terhadap kesibukan
pengelolaan keuangan desa.

2) Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan
terhadap Kinerja pengelolaan Keuangan
Desa.

3) Pengaruh Kualitas Pengawasan BPD
terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

Desa.
Menurut  (Utomo, 2018) dalam
penelitiannya  menyatakan ~ mekanisme

akuntabilitas, transparansi dan responsivitas
pemerintah desa perlu dibuat aturan teknis
berupa petunjuk pelaksana, petunjuk teknis
atau standar operasional dan prosedur agar
dapat menghasilkan suatu akuntabilitas,
transparansi dan pengelolaan keuangan pada
pemerintah desa menjadi lebih baik.Oleh
karena itu kemudian dilakukanlah peluncuran
aplikasi SISKEUDES oleh BPKP bersama
Kementrian Keuangan serta beberapa instansi
terkait lainnya dengan bertujuan agar lebih
memudahkan  pemerintah desa dalam
pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja
Desa (APBDes) serta mewujudkan
pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib,
disiplin, akuntabel dan transparan dalam pada
proses pengelolaan keuangan desa.
Komitmen atau asas transparansi
sendiri terhadap dasarnya adalah sikap
terhubung diri terhadap hak penduduk untuk
mendapatkan Info yang benar jujur dan tidak
diskriminatif berkenaan pengelolaan
keuangan desa dalam setiap tahapan, baik
dalam rencana  dan penganggaran,
pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban,
maupun hasil sesuatu yang diperiksa, wajib
selalu melihat perlindungan atas hak asasi
perseorangan golongan dan rahasia desa.
Dimana hal tersebut juga ditegaskan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
(2018)dinyatakan bahwa Keuangan Desa
perlu dikelola berdasarkan asas transparan
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akuntabel partisipatif serta dijalankan secara
disiplin dan tertib anggaran. Hal ini
menunjukan bahwa Keuangan Desa perlu
dikelola secara terbuka sanggup
dipertanggungjawabkan serta sesuai bersama
dengan ketetapan yang tersedia.

Pada proses penerapan aplikasi
SISKEUDES ini tugas pengawalan keuangan
dan pembangunan desa diserahkan kepada
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
(APIP) karena kedepannya jumlah dana yang
digelontorkan ke desa akan semakin besar.
APIP sebagai pengawal kebijakan strategis
Presiden, Menteri dan Kepala Daerah dituntut
untuk memberikan rekomendasi yang bersifat
strategis agar implementasi UU Desa
terutama yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan Desa dapat berjalan dengan baik
sebab pengawalan desa membutuhkan
integrasi yang harmonis dari seluruh potensi
yang ada pada APIP maupun stakeholders
lainnya, karena banyak aspek di desa yang
perlu  dikawal secara bersama-sama.
Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk
mengurus pemerintahannya sendiri beserta
kegiatan  keberlangsungan pembangunan
dalam mencapai kesejahteraan dan kualitas
hidup masyarakat desa, hal tersebut mulai
berlaku disahkannya UU Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa. Diluar itu pemerintah
desa dikehendaki untuk lebih independent
untuk mengelola pemerintahan dan beragam
sumber daya alam yang tersedia juga
termasuk  pengelolaan  keuangan  dan
kekayaan punya desa. Karena sangat besar
peran yang diterima oleh desa sudah pasti
disertai bersama dengan tanggung jawab yang
besar juga.

Aplikasi Desa
dapat

Sistem  Keuangan
(SISKEUDES) ini  diharapkan
membantu pemerintah  desa  untuk
memaksimalkan proses menyusun
perencanaan dan pelaporan Pengelolaan
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Keuangan Desa agar menjadi lebih baik,
meskipun masih banyak aspek yang perlu
diperbaiki dalam penerapannya. Oleh sebab
tersebut pemerintah desa wajib menjalankan
prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam

melaksanakan pemerintahan, karena
pemerintahan desa harus dapat
mempertanggungjawabkan  pada  akhir
kegiatan penyelenggaraansesuai ketentuan
yang berlaku.
METODE

Penelitian  menggunakan  metode

kualitatif deskriptif dengan teknik penentuan
informan menggunakan purposive sampling
dengan informan-nya yaitu adalah beberapa
Perangkat Desa (Kepala Desa, Sekretaris
Desa, dan BPD), dan Dinas PMPEMDES
Kabupaten Sanggau. Data didapatkan melalui
sumber yaitu data primer dan data sekunder.
Pengumpulan data dilakukan dengan tuga
teknik yaitu wawancara, observasi dan
dokumentasi. Instrumen penelitian yaitu
peneliti sendiri yang didukung dengan
panduan wawancara dan catatan lapangan.
Analisis data dilakukan dengan reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan
serta  kebasahan data  menggunakan
triangulasi teknik untuk memeriksa dan
menguji keakuratan atau validitas data yang
diperoleh sesuai dengan kejadiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN (12pt, bold)
Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem
Keuangan Desa (SISKEUDES) Untuk
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Di Kecamatan Kapuas

Pengembangan aplikasi adalah suatu
kesatuan langkah yang diputuskan oleh
BPKP untuk ikut serta mengambil peran
dalam rangka mengawasi dan mengawas
kegiatan pengelolaan keuangan desa sebab
banyak sebelumnya masih terdapat banyak
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masalah pada ativitas pengelolaan keuangan
desa  seperti  lemahnya  dokumentasi
administrasi dalam dokumen perencanaan
desa terutama pada tahap musdus dan
musdes, proses perencanaan pembangunan
terkadang tidak disesuaikan dengan kondisi
desa atau sekitarnya dimana harga satuan
bahan menjadi dasar tidak menjadi acuan
dalam penyusunan rencana anggaran untuk
setiap kegiatan, dan proses penyusunan
laporan kegiatan masih campur aduk
dimana laporan kegiatan seharunya dibuat
untuk satu kegiatan.

Kebermanfaatan dari aplikasi
SISKEUDES diharapkan dapat menghasilkan
laporan APBDES serta dokumen-dokumen
lain yang dibutuhkan dalam proses
penganggaran, penatausahaan, pembukuan,
dan pertanggunjawaban pada pengelolaan
keuangan desa. Dengan dirilisnya aplikasi
tersebut juga memiliki tujuan untuk
memperhatikan tingkat pengelolaan
keuangan pemerintahan desa jadi lebih baik
dan untuk mencapai kemandirian desa
namun tentunya dibutuhkan perangkat desa
yang memiliki pengetahuan, pemahaman
dan ketrampilan serta semangat yang tinggi
sebagai pengelola keuangan desa sebab
manfaat dari penggunaan aplikasi tesebut
juga akan berdampak bagi desa itu
sendiri.Mengenai penerapan Aplikasi Sistem
Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kabupaten
Sanggau khususnya di Kecamatan Kapuas
sudah dilakukan sejak tahun 2018 dimana
pemerintah Kabupaten Sanggau dalam hal
tersebut ingin mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik salah satunya pada
pengelolaan keuangan desa, oleh karena itu
pada tahun 2019 akhirnya dilakukan kegiatan
bimbingan teknis pertama guna memberikan
pelatihan dalam pengoperasian aplikasi
dimana kegiatan tersebut diprakarsai oleh
Dinas PMPemdes Kabupaten Sanggau, Pusat
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Studi dan Peningkatan Kapasitas (PUSAKA)
Indonesia, BPKP.

Setiap tahun penerapan aplikasi
SISKEUDES dilakukan evaluasi oleh
beberapa instansi terkait melalui

pengembangan versi aplikasi dengan tujuan
untuk mengetahui dan memperbaiki berbagai
masalah yang ditemukan pada sistem aplikasi
versi sebelumnya, dengan harapan aplikasi
SISKEUDES versi selanjutnya Sistem dapat
berbasis online, sehingga pengelolaan
keuangan desa kedepannya bisa semakin
lebih baik. Adapun penerapan aplikasi
tersebut tentunya sudah didasarkan pada UU
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,
PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari APBN.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(2018)pada pasal 2 menegaskan bahwa
keuangan desa dikelola sesuai dengan asas
pengelolaan keuangan desa yaitu transparan,
akuntabel, partisipatif yang harus dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran. Mengacu

pada ketentuan tersebut maka peneliti
mengetahui, menganalisis dan
mendeskripsikan penerapan aplikasi

SISKEUDES di Desa yang ada di Kecamatan
Kapuas. Adapun indikator yang menunjukan
penerapan Aplikasi SISKEUDES difokuskan
pada evaluasi tingkat keberhasilan aktivitas
penerapan untuk mewujudkan akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa, sebagai berikut:
1). Penerapan Aplikasi SISKEUDES
Menurut Wahab (2008:63) menyatakan
bahwa penerapan adalah suatu tindakan yang
dilakukan oleh individu atau kelompok
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untuk mencapai tujuan yang diuraikan dalam
keputusan. Dalam hal ini penerapan adalah
pelaksanaan hasil kerja yang diperoleh
dengan cara tertentu agar dapat diterapkan di

masyarakat.  Disisi  lain  (Maharani,
2019)dalam penelitiannya mengemukan
bahwa SISKEUDES sangat membantu

pengelolaan keuangan perangkat desa dalam
proses pengelolaan keuangan sehingga
kemudian dapat menghasilkan laporan
keuangan sesuai dengan waktu yang
dibutuhkan. Dari mulai dari proses
penginputan perencanaan desa,
penganggaran APBDes, pencatatan
pengeluaran hingga sistem pelaporan dan
pertanggungjawaban desa hanya dilakukan
dengan sekali input sehingga bisa lebih
menghemat waktu dan bisa semakin efektif
untuk meningkatkan Kinerja perangkat desa.

Pencapaian tujuan penerapan suatu
program  aplikasi SISKEUDES untuk
mengelola keuangan desa di Kecamatan
Kapuas sejauh ini sudah tercapai, hal ini
diketahui  berdasarkan  penyajian  hasil
wawancara diatas dalam hal tujuan program
bahwa tujuan dari penerapan aplikasi
SISKEUDES  salah  satunya  untuk
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
keuangan desa karena sejauh ini dapat
membantu memudahkan kerja perangkat desa
di Kecamatan Kapuas kegiatan pengelolaan
yang dimulai dari perencanan penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan,
pertanggungjawaban serta pelaporan
dilakukan secara transparan tanpa harus
dilakukan oleh pihak inspektorat Kabupaten
Sanggau sehingga kinerja dari aparat desa
menjadi lebih baik karena pemanfaatan dari
sistem tersebut bisa lebih efektif dan efisien.

Sebelum menggunakan SISKUEDES
sebelumnya masih menggunakan sistem
manual namun memiliki banyak aspek
negatif karena penggunaan sistem data yang
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kurang efisien akan berakibat negatif pada
Kinerja serta kualitas pelayanan orgasnisasi
publik pada masyarakat. Namum kualitas
pelayanan untuk masyarakat memang harus
ditingkatkan sebab bisa berpengaruh tingkat
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
dalam menjalankan program pemerintahan.
Adanya sistem data yang baik diharapkan
bisa tingkatkan kinerja serta kualitas
pelayanan pemerintah, sehingga bisa semakin
meningkatkan  kualitas pelayanan bagi
masyarakat yang akan berdampak pada
tingkat kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah.

2). Evaluasi Penerapan Aplikasi

SISKEUDES

Menurut Hairun (2020:26)
mengemukakan bahwa evaluasi adalah
pengumpulan data dengan mengukur hal-hal
tertentu, kemudian mengevaluasi hal-hal
tersebut untuk mengambil keputusan.
Kemudian William N. Dunn dalam (Fahrizal,
2018) mengemukan bahwa kriteria evaluasi
untuk mencapai sasaran sesuai tujuan yang
telah ditentukan terdiri atas empat tipe yaitu:
Efektivitas yaitu apakah hasil yang di
inginkan telah tercapai, Kecukupan yaitu
seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat
memecahkan masalah, Responsivitas yaitu
apakah  hasil  kebijakan =~ memuaskan
kebutuhan prefensi atau nilai-nilai kelompok-
kelompok tertentu, Ketepatan yaitu apakah
hasil yang dicapai bermanfaat.

Dari penyajian data sebelumnya yang
berkaitan dengan kriteria evaluasi dapat
ketahui bahwa adanya Efektivitas dalam
pengelolaan keuangan desa di Kecamatan
Kapuas setelah menggunakan Aplikasi
SISKEUDES sejak tahun 2018 semakin
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan
desa, adanya pemenuhan kriteria Kecukupan
dimana penggunaan Aplikasi SISKEUDES
lebih  mempermudah  dalam  proses
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perencanaan, penganggaran, penatausahaan,
dan pelaporan serta pertanggungjawaban
keuangan desa, adanya Responsivitas dari
program yang diterapkan dimana penggunaan
aplikasi tersebut juga memberikan ruang
kepada perangkat desa untuk meningkatkan
kapasitas serta kualitas pengelolaan keuangan
desa, serta adanya pemenuhan Kkriteria
Ketepatan dimana setelah menggunakan
aplikasi tersebut dapat menghasilkan kualitas
laporan pengelolaan keuangan desa berupa
dokumen dan database aplikasi yang akan
disampaikan, diverifikasi dan dilaporkan
pada tingkat kabupaten kepada instansi terkait
yaitu Dinas PMPEMDES, Camat dan Bupati.
3). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Desa

Berdasarkan pengelolaan keuangan
tingkat desa  menunjukkan bahwa
pemerintah tingkat desa masih perlu
diberikan pembinaan dan pengawasan dalam
pengelolaan keuangan tingkat desa, sehingga
sistem pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan tingkat desa dapat berjalan dengan
baik untuk mewujudkan pemerintahan
daerah yang baik. Menurut (Lestari,
2014)dalam penelitiannya mengemukakan
Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan
pertanggungjawaban atau jawaban serta
menjelaskan kinerja dan perilaku individu /
pimpinan unit organisasi kepada pihak-pihak
yang berhak atau berwenang untuk
mengupayakan pertanggungjawaban.
Akuntabilitas akan lebih baik jika didukung
oleh sistem yang menghasilkan informasi
yang akurat, andal, tepat waktu, dan
bertanggung jawab.

Kemampuan pemerintah desa untuk
mempertanggungjawabkan kegiatan yang
berkaitan dengan masalah pembangunan dan

pemerintahan desa. Kewajiban
pertanggungjawaban yang dimaksud
Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa

(APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa
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(PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan
Dana Desa (DD) termasuk komponen di
dalamnyaSukasmanto  dalam  (Sumpeno,
2011:216). Berkaitan dengan akuntabilitas
pada pengelolaan keuangan desa di
kecamatan Kapuas berdasarkan penyajian
data wawancara diatas diketahui bahwa
sejauh ini penggunaan Aplikasi SISKEUDES
sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Pasal 1 Ayat 6 Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang
menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan
Desa merupakan semua kegiatan yang
mencakupi  perencanaan,  pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam hal prinsip  pengelolaan
keuangan desa penganggaran pada APBDES
dilakukan secara terbuka pada Aplikasi
SISKEUDES, pada tahap perencananaan
masyarakat  dilibatkan pada  Musdus
(Musyarwarah Dusun), Musdes
(Musyawarah Desa) dan Musrenbangdes
(Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).
Pelaksanaan kegiatan pembangunan
disesuaikan berdasarkan APBDes dimana
kegiatan teknisnya akan dilaksanakan oleh
TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), kemudian
pelaporan pertanggungjawaban kegiatan akan
sesuai dengan inputan pada sistem aplikasi
yang terdapat pada menu Realisasi APBDes,
Realisasi Anggaran Desa, Realisasi Kegiatan
Per Bulan, Realisasi Per Semester, dan
Realisasi Per Sumber Dana.Pada tahap
selanjutnya sebagai wujud akuntabilitas
pengelolaan  keuangan desa  kegiatan
pelaporan pertanggunjawaban dicetak jadi
dalam bentuk dokumen dan diberikan dalam
bentuk file database aplikasi, kemudian
setelah itu hasil kegiatan juga akan
disampaikan serta diverifikasi pada tingkat
kabupaten kepada instansi terkait yaitu Dinas
PMPEMDES, Camat dan Bupati. Adapun
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bentuk transparansi pengelolaan keuangan
desa kepada masyarakat akan disampaikan
melalui BPD dengan bentuk fisik seperti
baner realisasi anggaran.

Faktor Pendukung dan Penghambat

penerapan Aplikasi SISKEUDES di

Pemerintah Desa Kecamatan Kapuas

1) Faktor pendukung penerapan Aplikasi
SISKEUDES di  Pemerintah  Desa
Kecamatan Kapuas di Kecamatan Kapuas
adalah sebagai berikut;Pertama sarana
dan prasarana. Sarana yang dimaksud
adalah berupa komputer dan laptop serta
media lain yang sudah tersedia dimasing-
masing pemerintah desa yang ada
dikecamatan kapuas sehingga dapat
digunakan oleh perangkat desa yang
diberikan tugas menjadi operator Aplikasi
SISKEUDES, sedangkan  Prasarana
berupa gedung kantor pemerintah desa dan
dikecamatan kapuas juga sudah terdapat
kantor di masing-masing desa sehinga
perangkat desa dapat menjalakan kegiatan
pemerintah  salah  satunya berupa
pengelolaan keuangan desa.
KeduaAdanya Kerjasama yang baikAntar
Perangat  Desa, Kerjasama  antar
perangakat desa di Kecamatan Kapuas
selama ini bisa dikatakan sudah baik,
berdasarkan hasil penelitian diketahui
bahwa sejak diterapkannnya Aplikasi
SISKEUDES di Kabupaten Sanggau
khususnya di Kecamatan Kapuas dapat
menghasilkan laporan pertanggunjawaban
pada pengelolaan keuangan desa yang
lebih berkualitas sehingga tidak perlu
adanya kegiatan pengawasan yang
dilakukan secara langsung ke lapangan
oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sanggau
dan dinas terkait lainnya.

2) Faktor penghambat penerapan Aplikasi
SISKEUDES di Pemerintah  Desa
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Kecamatan Kapuas di Kecamatan Kapuas
adalah sebagai
berikut; PertamaKeterbatasanSumber
Daya Manusia (SDM), Keadaan sumber
daya manusia perangkat desa yang ada di
Kecamatan Kapuas sejauh ini masih
rendah yang disebabkan karena belum
meratanya tingkat pendidikan perangkat
desa pada masing-masing desa, hal
tersebut kemudian berdampak pada
kemampuan  pemahaman  mengenai
bahasa aplikasi sehingga memperlambat
proses pengguasaan Aplikasi
SISKEUDES untuk mengelola keuangan
desa. Kedua Kapasitas Sarana Yang
Digunakan, kapasitas sarana Yyang
digunakan yang dimaksud yaitu kapasitas
perangkat komputer ataupun laptop karena
kendala utama pada pengoperasian
aplikasi tersebut selama ini yang paling
utama adalah pada kapasitas komputer
atau laptop yang tidak mampu
menampung besarnya kapasitas aplikasi
meskipun kehadiran aplikasi SISKEUDES
memberikan perkembangan yang
signifikan pada pada aktivitas pengelolaan
keuangan pemerintah desaKetiga Aplikasi
Masih Sering Error dan Belum Berbasis
Online, masih sering terdapat error pada
sistem Aplikasi SISKEUDES seperti salah
satunya pada proses entry data sebab jika
sistem sedang eror kegiatan entry data
harus diulang dari awal, kemudian aplikasi
juga masih belum berbasis online hal
tersebut juga menyebabkan kegiatan
pelaporan penyerahan file database harus
dilakukan secara manual.

Model Evaluasi
SISKEUDES
Model evaluasi yang digunakan pada
penelitian ini adalah menggunakan model
evaluasi CIPP (Context, Input, Proses, and

Penerapan Aplikasi
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Product) Daniel Stufflebcam’s menurut
Daniel Stufflebecam’s dalam  (Arikunto,
2018:2)model ini menyatakan bahwa ada
empat faktor yang digunakan untuk
mengevaluasi suatu program yaitu Context
Evaluation (Evaluasi  Konteks), Input
Evaluation (Evaluasi Masukan), Process
Evaluation (Evaluasi Proses), dan Product
Evaluation (Evaluasi Produk). Dengan uraian
sebagai berikut;
1) Evaluasi Konteks (Context Evaluation)
a. Dasar Hukum Penerapan Aplikasi
SISKEUDES
Berdasarkan hasil observasi yang
dilakukan pada penelitian mengenai
penerapan Aplikasi SISKEUDES untuk
mengelola keuangan desa didasarkan pada
beberapa ketentuan aturan perundang-
undangan yaitu; UU Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa, PP Nomor 47 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 22
Tahun 2015 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari APBN, Permendagri
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa, Permendagri Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
b.  Kebutuhan
SISKEUDES
Berdasarkan hasil observasi yang
dilakukan pada penelitian mengenai
penerapan Aplikasi SISKEUDES,
diketahui bahwa kehadiran aplikasi
SISKEUDES vyang digunakan untuk
mengelola keuangan desa sangat penting
karena dengan adanya aplikasi tersebut
kualitas pengelolaan keuangan desa di
Kecamatan Kapuas menjadi lebih baik dan
membuat adanya peningkatan kapasitas

Penerapan  Aplikasi
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perangkat desa dalam hal menjalankan
pemerintahan berbasiskan teknologi.
c. Tujuan dan Manfaat Penerapan Aplikasi
SISKEUDES

Tujuan penerapan Aplikasi
SISKEUDES adalah untuk memudahkan
pemerintah desa yang ada dikecamatan
kapuas membuat anggaran, pembukuan
dan laporan keuangan. Kemudian juga
dapat membantu pemerintah Kabupaten
Sanggau hal ini indtansi terkait yaitu
Dinas PMPEMDES dalam menyusun,
memantau dan mengevaluasi RAPBD.
Kebermanfaatan Aplikasi SISKEUDES
yaitu ketikan setelah memasukkan data,
sistem aplikasi akan secara otomatis
menghasilkan laporan yang diperlukan,
menghemat waktu dan uang, mengurangi
kemungkinan penipuan dan kesalahan
manusia, dan membantu agregasi data
serta Aplikasi Siskeudes juga dapat
melacak dan mencegah aktivitas ilegal
atau perubahan anggaran.

2) Evaluasi Masukan (Input Evaluation)
a. Penyelenggara Penerapan Aplikasi
SISKEUDES

Penerapan aplikasi SISKEUDES

yang dimaksud kegunaan manfaatnya

untuk mengelola keuangan desa ini
tanggungjawabnya sepenuhnya
dipegangdipegang oleh bagian

Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)
BPKP. Namun pada tingkat daerah
pertanggungjawaban dan laporan hasil
pengelolaan kelolaan keuangan desa
diserahkan kepada Dinas PMPEMDES
Sanggau dan Camat Kapuas yang
selanjutkan akan diverifikasi  untuk
disampaikan kepada Bupati.
b. Pihak yang terlibat menggunakan
Aplikasi SISKEUDES

Sasaran yang dituju pada penerapan
aplikasi SISKEUDES adalah pemerintah
desa di kecamatan kapuas dan secara
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spesifiknya ditujukan kepada 1) Kaur
Keuangan, sebagai operator utama yang
menjalankan aplikasi untuk mengelola
keuangan desa, 2) Sekretaris Desa, yang
menyusun, melaksanakan, merancang
segala aktivitas yang berkaitan dengan
APBDES, dan 3) Kepala Desa, yang
memegang  penuh  kendali  kuasa
pengelolaan keuangan serta kebijakan
yang ada di desa.

c. Kelayakan Aplikasi SISKEUDES untuk
mengelola Keuangan Desa

Berdasarkan hasil obrservasi yang
telah dilakukan dalam penelitian dapat
diketahui bahwa aplikasi SISKEUDES
bisa dikatakan layak digunakan untuk
mengelola keuangan desa dikecamatan
kapuas karena sistem pada aplikasi secara
otomatis dapat menghasilkan laporan
yang berkuaitas yang diperlukan, dapat
menghemat waktu dan uang, mengurangi
kemungkinan penipuan dan kesalahan
manusia, dan juga dapat melacak dan
mencegah aktivitas ilegal atau perubahan

anggaran.

d.Sarana Prasarana Untuk
Mengoperasikan Aplikasi
SISKEUDES

Sarana dan prasarana memiliki
peranan  penting untuk  mendukung
pengoperasian aplikasi, di setiap desa yang
ada di Kecamatan Kapuas sejauh ini juga
sudah sarana dan prasarana yang dimaksud
diantaranya yaitu sarana berupa komputer
ataupun laptop yang memiliki kapasitas
memadai untuk mengoperasikan Aplikasi
SISKEUDES, sedangkan prasarana yang
dimaksud juga seluruh pemerintah desa
dik Kecamatan Kapuas sudah memiliki
gedung kantor dan ruangan Kkerja sesuai
bidang masing-masing perangkat desa.
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3) Evaluasi Proses (Process Evaluation)

a. Masa Waktu Penerapan Aplikasi
SISKEUDES

Siskeudes mulai diterapkan pada
2015 yang didasarkan pada Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD
tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi
Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat
KPK  Nomor B.7508/01-16/08/2016.
Penerapan Siskeudes mengacu pada
regulasi pengelolaan keuangan pedesaan
yang berlaku saat itu yaitu Permendagri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.Versi terbaru
dari aplikasi Siskeudes adalah versi
V1.0.R1.06. Kemudian pada April 2018,
Kementerian Dalam Negeri menerbitkan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Oleh karena itu, penerapan Aplikasi
Siskeudes juga perlu disesuaikan
berdasarkan perubahan aturan. Adapun
versi terbaru dari aplikasi Siskeudes
dirilis dengan rilis 2.0. Di Kabupaten
Sanggau sudah menerapkan aplikasi
SISKEUDES sejak awal tahun 2018
namun baru efektif digunakan sejak tahun
2019.
b. Kinerja Perangkat Desa Setelah Adanya

SISKEUDES

Berdasarkan hasil observasi yang
dilakukan oleh penelti dan berdasarkan
hasil penyajian data wawancara penelitian
diatas diketahui bahwa adanya penigkatan
Kinerja perangkat desa di Kecamatan
Kapuas hal ini didasarkan pada adanya
pengunaan  aplikasi  dalam  proses
pemerintahan sehingga dapat menambah
kapasitas perangkat desa dikecamatan
kapuas dalam hal penguasaan teknologi,
kemudian dengan adanya penguasaan
teknologi berupa Aplikasi SISKEUDES
tersebut juga dapat meghemat waktu kerja



GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 11 No.1 Januari 2021

dalam mengelola keuangan desa dari
awalnya menggunakan sistem manual
menjadi otomatis.
4) Evaluasi Produk (Product Evaluation)
a. Penguasaan Aplikasi SISKEUDES
Menurut  hasil  observasi dan
penyajian data hasil wawancara diatas
penguasaan penggunaan Aplikasi
SISKEUDES bisa dikatakan belum
merata hal ini disebabkan karena berbagai
hal salah satunya adalah banyak perangkat
desa di Kecamatan Kapuas yang tingkat
pendidikannya masih rendah sehingga
berpengaruh  terhadap pemahaman
mengenai pengoperasian aplikasi.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak

Udi selaku Kasi Keuangan Desa Dinas

PMPEMDES sanggau menyatakan bahwa

Perangkat Desa yang menguasai aplikasi

SISKEUDES di Kecamatan Kapuas sudah

baik  dengan persentase  tingkat

pengguasaan aplikasi sudah mencapai 70 —

95%.

b. Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Desa Setelah menggunakan
Aplikasi SISKEUDES

Berdasarkan hasil penelitian pada
penyajian data hasil wawancara serta
observasi  peneliti  diketahui  bahwa
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

di Kecmatan Kapuassetelah menggunakan

Aplikasi SISKEUDES sudah baik karena

sistem pelaporan pertanggungjawaban

kegiatan sesuai dengan inputan pada
sistem aplikasi SISKEUDES dimana
kemudian hasil tersebut dicetak jadi dalam
bentuk dokumen dan database aplikasi
diverifikasi serta diserahkan pada tingkat
kabupaten kepada instansi terkait yaitu
Dinas PMPEMDES, Camat dan Bupati.

PENUTUP
Evaluasi penerapan aplikasi Sistem

Keuangan Desa  (SISKEUDES) di
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Pemerintah Desa di Kecamatan Kapuas di
katakan ~ sudah  baik  sebab  dapat
meningkatkan kualitas pada pengelolaan
keuangan desa karena penggunaan Aplikasi
SISKEUDES sejauh ini telah mempermudah
dalam proses pelaporan pertanggungjawaban
dan memberikan hasil pelaporan pengelolaan
keuangan yang berkualitas dan akuntabel,
dimana penggunaan aplikasi SISKEUDES
juga lebih membuat kegiatan pengelolaan
keuangan desa menjadi lebih efektif dan
efisien, sehingga aplikasi tersebut juga dapat
membuat Aparatur Pemerintah Desa di
wilayah di Kecamatan Kapuas
melaksanakan prinsip ketaatan dalam
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya
serta penyampaian informasi secara adil dan
terbuka, yang berpengaruh dapat membuat

prosedur pengelolaan keuangan desa
berjalan  dengan  baik.Adapun  dalam
penerapan  aplikasi ~ SISKEUDES  di
Pemerintah Desa di Kecamatan Kapuas
didukung oleh faktor sebagai berikut:
Pertama sarana dan prasarana Yyang

mendukung, Kedua Adanya Kerjasama yang
baik Antar Perangat Desa.Sedangkan Faktor
penghambatnya yaitu: Pertama
KeterbatasanSumber Daya Manusia (SDM),
Kedua Kapasitas Sarana Yang Digunakan.
Ketiga Aplikasi Masih Sering Error dan
Belum Berbasis Online.

Model evaluasi yang digunakan pada
penelitian ini adalah menggunakan model
evaluasi CIPP (Context, Input, Proses, and
Product) Daniel Stufflebeam’s dengan uraian
bahasan sebagai berikut: Evaluasi Konteks
(Context Evaluation) membahas dasar hukum
penerapan Aplikasi SISKEUDES, kebutuhan
penerapan Aplikasi SISKEUDES, tujuan dan
manfaat penerapan Aplikasi SISKEUDES.
Evaluasi Masukan (Input Evaluation)
membahas penyelenggara penerapan
Aplikasi SISKEUDES, pihak yang terlibat
menggunakan  Aplikasi SISKEUDES,
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kelayakan Aplikasi SISKEUDES untuk
mengelola keuangan desa, sarana prasarana

untuk mengoperasikan Aplikasi
SISKEUDES. Evaluasi Proses (Process
Evaluation) membahas masa  waktu

penerapan Aplikasi SISKEUDES dan kinerja
perangkat desa setelah adanya Aplikasi
SISKEUDES. Evaluasi Produk (Product
Evaluation) membahas Penguasaan Aplikasi
SISKEUDES dan kualitas akuntabilitas
pengelolaan  keuangan  desa  setelah
menggunakan Aplikasi SISKEUDES.
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